
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber
utama Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau,

b. bahwa dengan adanya pembagian jenis Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota
Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
dan Peraturan Daerah Nomor 11 tentang Retribusi Daerah
perlu adanya pendelegasian kewenangan pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pendelegasian Kewenangan Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4114),

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437): sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomot'58,—....
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844),

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437),

4. UndangY



Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah4
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049),

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan5.
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 20036.
tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dalam Penegakan Peraturan Daerah,

. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 20067.
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 1 Seri D):1

. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 20118.
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2011 Nomor 10),

. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 20119.
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 11),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.

. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Lubuklinggau.

1

2.

3.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD4.
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau.

. Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut dalam wilayah5
Kota Lubuklinggau.

. Retribusi Daerah adalah Retribusi yang dipungut dalam6.
wilayah kota Lubuklinggau.

5. Peraturan ..£



BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2

(1) Memberikan kewenangan pemungutan Pajak Daerah kepada
SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Memberikan kewenangan pemungutan Retribusi Daerah
kepada SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
TUGAS SKPD PEMUNGUT

Pasal 3

(1) Melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sesuai dengan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(2) Menetapkan Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sesuai dengan Pendelegasian
pemungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan ini

(3) Teknis Pelaksanaan Pemungutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubu
pada tanggal 06

Inggau
RUARI 2012.

ALIKOTA LUBUKLINGGAU

Pa H. RIDUAN EFFPNDI
Diundangkan di Lubuklinggau

/
pada tanggal 06 fcaruari 2012

f

SEKRETARIS DAERAH KOTA ws
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KISROPI AYUB
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2012 NOMOR 20
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